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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang
telah memberikan rahmat dan berkatNya sehingga dapat diselesaikannya Laporan
pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sikka. Pedoman
pelaksanaan Survei Kepuasaan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggara pelayanan publik.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk
mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback)
secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan kepada masyarakat yang
mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk transparasi pelaksanaan
pemerintahan Kabupaten Sikka.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 14 Tahun 2017 memberikan pedoman yang jelas tentang penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi unit penyelenggara pelayanan publik. Aturan ini
menekankan pentingnya survei sebagai alat evaluasi terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana layanan
publik memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi area
yang perlu diperbaiki.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna sehingga kritik, saran,
dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan pelaksanaan survey
pada tahun yang akan datang. Kami berharap semoga laporan ini bermanfaat dan
menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan
sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan kegiatan pelayanan kepada

masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada seluruh
pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan survey ini yang tidak dapat kami
sebutkan satu per satu. Semoga hasil survey ini dapat berguna bagi semua pihak yang

membutuhkannya.

November 2024
Tim Penyusun
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik adalah manifestasi dari
peran aparatur negara dalam melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai abdi
masyarakat, aparatur negara bertanggung jawab untuk menyediakan layanan yang
berkualitas, transparan, dan akuntabel kepada publik. Hal ini mencakup berbagai
layanan yang penting untuk kesejahteraan umum, seperti pendidikan, kesehatan,
infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Tujuannya adalah untuk memastikan
bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap
sumber daya dan layanan yang disediakan oleh pemerintah.

Selain itu, peran sebagai abdi masyarakat menuntut birokrasi publik untuk
bersikap responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga negara. Birokrasi harus
berfungsi dengan penuh integritas, profesionalisme, dan efisiensi dalam menjalankan
tugasnya. Dengan demikian, keberadaan mereka tidak hanya diukur dari kemampuan
teknis, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diberikan. Pelayanan yang baik diharapkan dapat menciptakan hubungan yang
harmonis antara pemerintah dan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintah, dan
mendukung stabilitas sosial dan politik.

Di sisi lain, peran aparatur negara sebagai abdi negara tetap penting karena
mereka juga harus memastikan kebijakan dan peraturan negara dijalankan sesuai
dengan hukum dan kepentingan nasional. Kedua peran ini, sebagai abdi masyarakat
dan abdi negara, saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan antara memenuhi
kebutuhan publik dan menjalankan mandat negara. Aparatur yang mampu menjalankan
kedua fungsi ini secara efektif akan berkontribusi terhadap pembangunan yang
berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 14 Tahun 2017 memberikan pedoman yang jelas tentang penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi unit penyelenggara pelayanan publik. Aturan ini
menekankan pentingnya survei sebagai alat evaluasi terhadap pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana layanan
publik memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi area
yang perlu diperbaiki.

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali
dalam setahun, oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Ini bertujuan untuk
memastikan adanya evaluasi rutin terhadap kualitas layanan yang diberikan dan untuk

mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan.
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Melalui SKM ini, penyelenggara pelayanan dapat memahami secara langsung
pandangan dan penilaian masyarakat terhadap layanan yang mereka terima.

Hasil dari survei ini digunakan untuk menghitung Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM), sebuah indikator yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan. IKM menjadi alat ukur yang penting bagi pemerintah dalam
menilai kinerja pelayanan publik dan menentukan langkah-langkah perbaikan yang
diperlukan. Dengan demikian, survei ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat
sebagai penerima layanan, tetapi juga bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan
akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik.

Dalam Lampiran Perda No. 8/2020 tentang Perubahaan RPJIMD Kabupaten
Sikka Tahun 2018-2023, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka menetapkan Indikator
Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sikka terkhusus untuk indeks kepuasan masyarakat seperti terlihat pada
tabel berikut :

Tabel 1.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sikka Tahun

2020-2023
No Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Tahun Kondisi
Indikator Kinerja Akhir
Pembangunan Daerah 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | RpJMD
3.1.1.6 | Target IKM 22 | 24 2,6 3
Realisasi IKM - - 2,8 3

Sumber: Lampiran Perda No. 8/2020 tentang Perubahaan RPJMD Kab. Sikka Tahun

2018-2023

Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka menetapkan target IKM sebesar 3
(untuk skala 1-4). Untuk mengetahui apakah target IKM ini tercapai atau tidak, maka
perlu dilakukan kajian untuk mengukur ketercapaian target yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka di tahun 2023. Dengan demikian, perbaikan-
perbaikan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dapat berpijak pada apa yang
menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil survey IKM tahun
2023.

Survei indeks kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten Sikka merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
melibatkan partisipasi masyarakat terutama dalam memberikan penilaian terhadap
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangungan dan pemberdayaan
masyarakat. Penilaian masyarakat dalam survey IKM tahun 2023 dapat dijadikan dasar
pertimbangan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka dalam proses perencanaan
pembangunan diwaktu yang akan datang.

1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat adalah mengukur
secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit

pelayanan public. Sedangkan tujuannya adalah: untuk mengukur tingkat kepuasan
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masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik.

1.3 Manfaat Dan Sasaran

Manfaat pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah sebagai

berikut:

1.
2.

Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan.
Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu
dilakukan untuk perbaikan pelayanan.

Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kinerja unit penyelenggara
pelayanan sesuai kewenangan urusan.

Sasaran dari pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah

sebagai berikut:

1.

Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai
Kinerja penyelenggara pelayanan.

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam

menyelenggarakan pelayanan public.

1.4 Dasar Hukum

Landasan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024

mengacu pada:

1.

© © N o

11.

Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah
tingka II wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur;

Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 20I7 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembar-rgunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Dampaknya;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022
(Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan
APBD Kab. Sikka TA.2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022
Nomor 3);

Peraturan Bupati Kabupaten Sikka Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2021 Nomor 57);

Peraturan Bupati Sikka Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan
APBD Kab. Sikka TA. 2022 (Berita Daerah Kab. Sikka Tahun 2022 Nomor 54);

4 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sikka Tahun 2024



BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Kepuasan Masyarakat
2.1.1 Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat dapat dipahami sebagai hasil dari perbandingan antara
Kinerja pelayanan yang dirasakan dengan harapan masyarakat terhadap pelayanan
tersebut. Menurut Tjiptono dan Chandra (2016), kepuasan terjadi ketika harapan
masyarakat sesuai atau bahkan dilampaui oleh kinerja yang diterima. Apabila kinerja
pelayanan berada di bawah harapan masyarakat, maka akan timbul rasa kecewa.
Namun, jika Kinerja sesuai dengan harapan, masyarakat akan merasa puas. Lebih
lanjut, apabila kinerja melebihi harapan, maka masyarakat akan mengalami tingkat
kepuasan yang lebih tinggi, yang sering disebut dengan istilah sangat puas atau delight.

Kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator utama untuk menilai
keberhasilan pelayanan publik. Menurut Tjiptono dan Chandra (2016), kepuasan dapat
didefinisikan sebagai kondisi emosional yang muncul setelah membandingkan antara
harapan masyarakat terhadap pelayanan dengan kinerja yang diterima. Konsep ini
dikenal sebagai teori disconfirmation of expectations. Jika kinerja pelayanan berada di
bawah harapan masyarakat, maka timbul kekecewaan. Sebaliknya, jika Kinerja sesuai
dengan harapan, masyarakat akan merasa puas. Apabila kinerja pelayanan melebihi
harapan, masyarakat akan mengalami tingkat kepuasan yang lebih tinggi atau delight.

Dalam praktiknya, harapan masyarakat terhadap pelayanan dipengaruhi oleh
berbagai faktor. Lupiyoadi (2018) menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti
pengalaman sebelumnya, komunikasi dari penyedia layanan, dan opini publik berperan
dalam membentuk ekspektasi. Pengalaman negatif di masa lalu, misalnya, dapat
menurunkan harapan masyarakat, sementara janji-janji yang realistis dari penyedia
layanan dapat meningkatkan ekspektasi. Oleh karena itu, memahami harapan
masyarakat adalah langkah awal yang penting untuk memberikan pelayanan yang
memadai.

Kinerja pelayanan, di sisi lain, merupakan aspek yang dapat dikendalikan oleh
penyedia layanan. Menurut Kotler dan Keller (2016), kualitas kinerja pelayanan
ditentukan oleh kemampuan penyedia untuk memenuhi atau bahkan melampaui
harapan masyarakat. Dalam konteks ini, penyedia layanan perlu berfokus pada inovasi,
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keandalan proses pelayanan untuk
memastikan kinerja yang optimal.

Jika harapan masyarakat dapat dipenuhi atau bahkan dilampaui, dampaknya
tidak hanya berhenti pada kepuasan tetapi juga menciptakan loyalitas. Tjiptono dan
Chandra (2016) menjelaskan bahwa masyarakat yang merasa sangat puas cenderung
lebih loyal terhadap penyedia layanan, baik dalam bentuk dukungan, rekomendasi

kepada orang lain, maupun kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi tersebut.
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Hal ini sangat penting, terutama dalam pelayanan publik, di mana kepercayaan

masyarakat menjadi fondasi utama keberlanjutan institusi.

Namun, jika terjadi kesenjangan antara harapan dan kinerja yang dirasakan,
dampaknya dapat sangat merugikan. Lupiyoadi (2018) menegaskan bahwa
kekecewaan masyarakat dapat memicu keluhan, penurunan kepercayaan, bahkan
penolakan terhadap layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia
layanan untuk secara proaktif mendeteksi kesenjangan ini melalui survei kepuasan atau
umpan balik langsung dari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penyedia untuk
melakukan perbaikan secara terus-menerus.

2.1.2 Faktor -Faktor Penentu Kepuasan Masyarakat

Menurut Lupioyadi (2018), dalam menentukan tingkat kepuasan publik, terdapat
lima faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi pelayanan yaitu:

1. Kualitas produk/jasa, publik akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka
menunjukkan bahwa produk/jasa yang mereka gunakan berkualitas.

2. Kualitas pelayanan, publik akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan
yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

3. Emosional, publik akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang
lain akan kagum terhadapnya bila menggunakan produk/jasa dengan merek
tertentu yang cendrung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi.

4. Harga, produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi mempunyai harga yang
lebih murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi.

5. Biaya, publik tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk tidak perlu
membuang waktu untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan.

2.2 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah alat penting untuk mengukur
kualitas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017.
Definisi ini menekankan bahwa SKM merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan
secara komprehensif untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
yang diterima. Pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang
persepsi masyarakat, baik terhadap kualitas maupun efektivitas layanan yang
disediakan oleh unit penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan alat penting untuk
mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai
tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, seperti kecepatan,
kemudahan akses, hingga profesionalisme petugas. Dengan melibatkan masyarakat
sebagai subjek utama dalam survei ini, penyelenggara layanan dapat memahami
apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih

memerlukan perbaikan.
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Hasil dari SKM dituangkan dalam bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM),
yaitu angka yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan. IKM diukur dengan menggunakan skala 1 hingga 4, di mana angka tersebut
mewakili kategori tertentu seperti tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas.
Indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai ukuran kinerja tetapi juga sebagai alat untuk
membandingkan kualitas pelayanan antarunit kerja atau instansi dalam periode
tertentu.

Unit pelayanan publik merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam
memberikan layanan kepada masyarakat. Unit ini dapat berupa kantor pelayanan di
instansi pemerintah, seperti dinas, badan, atau lembaga lain yang memiliki fungsi
pelayanan langsung maupun tidak langsung. Pelayanan yang diberikan mencakup
berbagai sektor, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga
perizinan. Sebagai garda terdepan, unit pelayanan publik memiliki peran strategis
dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat.

Pelaksanaan SKM dan penggunaan IKM memberikan banyak manfaat bagi unit
pelayanan publik. Hasil pengukuran dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan. Dengan demikian,
instansi dapat merumuskan strategi perbaikan yang lebih efektif, seperti peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan proses, atau pengadaan sarana dan
prasarana yang lebih memadai. SKM dan IKM adalah bagian integral dari upaya
peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui pengukuran yang komprehensif dan
pelibatan masyarakat secara aktif, unit pelayanan publik dapat terus beradaptasi dengan
kebutuhan dan harapan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki kualitas
pelayanan tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
sebagai penyelenggara layanan publik.

2.3 Prinsip Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Prinsip Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) mengacu pada panduan dasar dalam
pelaksanaan survei untuk memastikan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik dilakukan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.
Prinsip ini mencakup aspek partisipasi aktif masyarakat sebagai responden,
representasi data yang mencerminkan keberagaman penerima layanan, serta
pengelolaan hasil survei yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan
berpegang pada prinsip-prinsip ini, SKM bertujuan tidak hanya untuk mengukur
kepuasan masyarakat secara adil tetapi juga untuk menjadi dasar perbaikan kualitas
layanan secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017, dalam melaksanakan survei
kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Transparan
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Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh
seluruh masyarakat.

2. Partisipatif
Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta
masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang
sebenarnya.

3. Akuntabel
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan
dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang
berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

4. Berkesinambungan
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

5. Keadilan
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna
layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi
geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

6. Netralitas
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai
kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

2.4 Unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Unsur-unsur dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang digunakan
sebagai instrumen untuk mengukur kepuasan masyarakat meliputi beberapa aspek
utama yang mencakup berbagai dimensi dari pelayanan publik. Dengan menggunakan
unsur-unsur ini sebagai instrumen, SKM dapat memberikan gambaran yang lebih
lengkap dan terperinci mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek
pelayanan publik. Data yang diperoleh dari survei ini kemudian dapat digunakan untuk
melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan publik.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017, unsur-unsur dalam Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah :

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
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4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai
maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang
utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana
digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk
benda yang tidak bergerak (gedung).

Catatan:

1. *) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam suatu
peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada penerima layanan
(konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.

2. **) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika jenis
layanan yang akan disurvei berbasis website.

2.5 Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017, Langkah-Langkah Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah :

A. Persiapan Survei
1. Penetapan Pelaksana

a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim
penyusunan survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari:
1) Pengarah.
2) Pelaksana, terdiri dari: a) Ketua. b) Anggota sekaligus sebagai
surveior sebanyak- banyaknya 5 orang. 3) Sekretariat sebanyak-

banyaknya 3 orang.
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b.

Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut harus
memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau survei.
Selain itu perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja sama antara lembaga
lain dengan penyelenggara pelayanan publik. Lembaga lain tersebut dapat
dilaksanakan oleh unit independen, yang terdiri dari BPS, Lembaga

Penelitian Perguruan Tinggi dan Lembaga Survei yang terpercaya.

2. Penyiapan Bahan Survei

a.

b.

C.

Kuesioner
Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar
pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan
masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan
dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari
jenis ataupun unit layanan.
Bagian Kuesioner
Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :
1) Bagian Pertama
Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi
yang dilakukan survei.
2) Bagian Kedua
Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain:
jenis  kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas
dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan
persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.
Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat
disurvei.
3) Bagian Ketiga
Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun
tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban
dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban
tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan
jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat,
saran, Kkritik dan apresiasi.
Bentuk Jawaban
Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam
kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan
jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan
tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari
sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban
dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 1) tidak baik, diberi nilai persepsi
1; 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 3) baik, diberi nilai 3; 4) sangat
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baik, diberi nilai persepsi 4. Contoh : Penilaian terhadap unsur prosedur

pelayanan. 1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur

pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas,

loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif. 2) Diberi nilai 2

(kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum

mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 3) Diberi nilai 3 (mudah)

apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak
berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan. 4) Diberi nilai 4 (sangat
mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas,
mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.
B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
1. Penetapan Jumlah Responden
Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan
survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang
ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.
Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel
sampel dari Krejcie and Morgan.
2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di:
a. Lokasi masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang
sibuk, seperti: unit pelayanan SIM, STNK, transportasi dan sebagainya;
b. Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti:
telepon, air bersih, pendidikan dan sebagainya pada saat responden di
rumah.
3. Pelaksanaan Pengumpulan Data
a. Pengumpulan data Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif,
perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang
telah ditetapkan.
b. Pengisian kuesioner Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah
satu dari kemungkinan 2 (dua) cara, yaitu:

1) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan
hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara
ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan
pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan
yang bersangkutan.

2) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh:

a) Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini
hasilnya kemungkinan besar akan subyektif, karena
dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengenai instansinya

akan mempengaruhi obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi
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subyektifitas hasil penyusunan indeks, dapat melibatkan unsur
pengawasan atau sejenisnya yang terkait.

b) Unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai
reputasi dan kredibilitas di bidang penelitan dan survei, baik
untuk tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Independensi ini perlu ditekankan untuk menghindari jawaban
yang subyektif.

c) Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran
perbaikan dari pemberi layanan yang disurvei terhadap
peningkatan kualitas pelayanan publik.

d) Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada
publik minimal di ruang layanan atau melalui media cetak,
media pemberitaan online, website unit, atau media jejaring

sosial.

C. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

1. Pengolahan dengan komputer Data entry dan penghitungan indeks dapat

dilakukan dengan program komputer/sistem data base.

2. Pengolahan secara manual

a.

Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir

mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);

Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1)

2)

3)

Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan
jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk
mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai
masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden
yang mengisi. Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang
per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan
dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata
tertimbang.

Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara
menjumlahkan X unsur

Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-
masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis

kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini
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dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan

kecenderungan penerima layanan.
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1 Ruang Lingkup

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Sikka mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, yang menyediakan pedoman untuk penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi unit penyelenggara pelayanan publik. Ruang
lingkup survei ini mencakup pengumpulan data mengenai persepsi masyarakat
terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik di
Kabupaten Sikka. Aspek yang dinilai meliputi beberapa indikator utama seperti
prosedur pelayanan, persyaratan layanan, kecepatan waktu pelayanan, biaya,
kompetensi petugas, kesopanan dan keramahan, serta kualitas sarana dan prasarana
yang digunakan dalam pelayanan.

Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat
kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima, serta sebagai bahan masukan bagi
peningkatan mutu pelayanan publik di Kabupaten Sikka. Survei ini melibatkan
partisipasi langsung masyarakat sebagai responden dan dilakukan secara berkala untuk
memastikan kualitas pelayanan yang diberikan selalu sesuai dengan standar yang
ditetapkan dan harapan masyarakat. Hasil dari survei ini juga digunakan untuk
pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan pelayanan, peningkatan kinerja, dan
akuntabilitas unit pelayanan publik terhadap masyarakat.

3.2 Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei
dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai
dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan.

Cakupan wilayah unit pelayanan publik di Kabupaten Sikka terdiri dari :

1. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
Rata-rata penerima layanan pada RSUD dr. T.C. Hillers dalam satu bulan pada
Tahun 2024 adalah sebanyak 4.800 orang.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
Rata-rata penerima layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka dalam satu bulan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 8.662
orang.

Total keseluruhan populasi dalam penelitian ini adalah 13.462 responden.
Berdasarkan tabel Krejcie and Morgan, jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah
306 responden. Jumlah sampel minimal tersebut kemudian didistribusikan secara
proporsional pada masing-masing unit pelayanan. Untuk RSUD dr. T.C. Hillers

Maumere, jumlah sampel minimal yang ditentukan adalah 134 responden, sedangkan
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untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, jumlah sampel
minimalnya adalah 241 responden.
3.3 Indikator IKM

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat yang digunakan untuk mengukur
kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau
organisasi publik. IKM bertujuan untuk menilai kualitas layanan berdasarkan persepsi
masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, terdapat 9
indikator utama yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):

Tabel 3.1 Indikator, Ukuran dan Skala Pengukuran Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)

No | Indikator/Unsur Ukuran Skala

1 Persyaratan Syarat yang harus dipenuhi dalam | Likert

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik

persyaratan teknis maupun administratif.

2 Sistem, Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi | Likert
Mekanisme, dan | pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
Prosedur pengaduan.
3 Waktu Jangka waktu vyang diperlukan untuk | Likert
Penyelesaian menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari
setiap jenis pelayanan.
4 Biaya/Tarif Ongkos yang dikenakan kepada penerima | Likert

layanan  dalam  mengurus  dan/atau
memperoleh pelayanan dari penyelenggara
yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan

masyarakat.

5 Produk Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima | Likert
Spesifikasi Jenis | sesuai dengan ketentuan yang telah
Pelayanan ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan

hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6 Kompetensi Kemampuan yang harus dimiliki oleh | Likert

Pelaksana pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,

keterampilan, dan pengalaman.

7 Perilaku Sikap petugas dalam memberikan pelayanan | Likert
Pelaksana
8 Penanganan Tata cara pelaksanaan  penanganan | Likert

Pengaduan, Saran | pengaduan dan tindak lanjut
dan Masukan

9 Sarana dan | Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai | Likert
prasarana alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama

terselenggaranya suatu proses (usaha,

pembangunan, proyek). Sarana digunakan

untuk benda yang bergerak (komputer,

mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak

bergerak (gedung).

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
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3.4 Alat Analisis
Pengolahan data masing-masing metode SKM, dilakukan sebagai berikut:
1. Pengukuran Skala Likert
Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung
dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-
unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang

sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

Jumlah Bobot 1
Jumlah Unsur ~ X

Bobot nilai rata — rata tertimbang =

N = bobot nilai per unsur Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan)

unsur

o . lah Bob 1
Bobot nilai rata — rata tertimbang = Jum'ah Bobot _ 1 _ 0,11
Jumlah Unsur 9

2. Pengolahan Data Survei
a. Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir

mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX);
b. Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan
dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. Nilai masing-masing unsur
pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh
responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur
pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi
dengan jumlah responden yang mengisi. Contoh : Untuk mendapatkan
nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-
rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur)
sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2) Nilai indeks pelayanan Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan,
dengan cara menjumlahkan X unsur

3) Pengujian Kualitas Data Data pendapat masyarakat yang telah
dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan
mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan
kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan
utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil
responden dan kecenderungan penerima layanan.

3. Laporan Hasil Penyusunan Indeks
Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiap unit
pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

a. Indeks setiap unsur pelayanan
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Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai
dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur
pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit
pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan
dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). Apabila
diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah
sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3.2 Unsur SKM dab Nilai unsur SKM

No Unsur SKM Nilai unsur SKM
1 Persyaratan

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Biaya/Tarif

Produk Spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi pelaksana

Perilaku pelaksana

Penanganan  Pengaduan, Saran dan
Masukan

9 | Sarana dan Prasarana J

DN OIDIWIN
—|O|T/MmolO|lwm|>

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara
sebagai berikut: (a x 0,11) + (b x 0,11) + (¢ x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11)
+ (fx 0,11) + (g x 0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) = Nilai Indeks (X) Dengan
demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 =y
2) Mutu pelayanan

Tabel 3.3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval L Interyal iy Kinerja Unit
No (NI) Konversi Pelayanan Pelayanan
(NIK) X)
1 1,00 — 2,5996 25,00 — 64,99 D Tidak baik
2 2,60 — 3,064 65,00 — 76,60 C Kurang baik
3 3,0644 — 3,532 | 76,61 -88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 | 88,31 —100,00 A Sangat Baik

b. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan
Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang
mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan

unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap dipertahankan.

17 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sikka Tahun 2024



BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sikka
4.1.1 Visi dan Misi

Visi Pembangunan Kabupaten Sikka adalah”Terpenuhinya Hak-Hak Dasar
Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023”

Pemenuhan hak-hak dasar

Pemenuhan hak-hak dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang dibawa oleh

manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat

diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang meliputi: Hak
Atas Pendidikan, Hak Atas Kesehatan, Hak Perempuan dan Anak, Hak Atas

Kependudukan, Hak Atas Pekerjaan, Hak Atas Perumahan, Hak Atas Lingkungan yang

Berkelanjutan.

Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari masyarakat Sikka

karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pendapatan rumah

tangga, keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi
rumah dan aset, keadaan lingkungan dan kondisi keamanan
Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas arah atau
langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi Kabupaten Sikka
Tahun 2018-2023 adalah:
1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
4.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan Pembangunan Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah sebagai
berikut:

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas dengan terwujudnya
kualitas hidup masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan Indeks Kebahagian (IK). Untuk mencapai tujuan terwujudnya kehidupan
masyarakat yang berkualitas ditetapkan sasaran pembangunan daerah:

a. Meningkatnya pendidikan masyarakat. Sasaran meningkatnya pendidikan
masyarakat dengan indikator Indeks Pendidikan.

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Sasaran meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat dengan indicator Angka Harapan Hidup

c. Terbangunnya Perekonomian yang kokoh, maju dan adil. Sasaran
terbangunnya perekonomian yang kokoh, maju dan adil dengan indikator

PDRB Perkapita, Pengeluaran Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi,
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Indeks Gini, Indeks Williamson, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran
dan Indeks Rasa Aman dan Nyaman.

2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi
(IRB). Untuk mencapai tujuan terwujudnya reformasi birokrasi ditetapkan sasaran
pembangunan daerah:

b. Terwujudnya Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan indikator
Opini BPK dan jumlah temuan pemeriksaan BPK dan APIP.

c. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik dengan indikator
Indeks Kualitas Layanan Publik.

d. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan
indikator Nilai SAKIP.

4.1.3 Luas dan Kondisi Wilayah

Secara geografis, luas wilayah Kabupaten Sikka 7.436,10 Km? yang terletak
diantara 8”22 sampai dengan 8750 derajat Lintang Selatan dan 1217°55°40” sampai
122741°30” Bujur Timur dengan daerah perbatasan sebelah Timur dengan Kabupaten
Flores Timur, Barat dengan Kabupaten Ende, Utara dengan Laut Flores, Selatan
dengan Laut Sawu.

Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung serta
lereng yang curam diselingi lembah dan dataran yang tidak luas dan umumnya terletak
di daerah pantai. Keadaan tersebut di atas dapat dirinci sebagai berikut :

1. 0-25 mdpl, yaitu dengan luas 29.863 ha atau sekitar 17,24 % dari total luas wilayah
Kabupaten Sikka, meliputi daerah pesisir pantai utara (sebagian besar) dan daerah
pesisir pantai selatan serta daerah pesisir pantai pulau-pulau kecil lainnya;

2. 25-100 mdpl, yaitu dengan luas 20.843 ha atau sekitar 12,03% dari total luas
wilayah Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lanjutan daerah pesisir yang
sebagian besar juga terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Sikka dan
sebagian kecilnya di bagian selatan dan pulau-pulau kecil lainnya;

3. 100-500 mdpl, yaitu seluas 48.171 ha atau sekitar 27,81% dari total luas wilayah
Kabupaten Sikka, merupakan wilayah lereng atau kaki gunung dan perbukitan
yang juga merupakan daerah peralihan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau
pegunungan;

4. 500-1000 mdpl, yaitu seluas 70.216 ha atau sekitar 40,54% dari total luas wilayah
Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan;

5. > 1000 mdpl, yaitu seluas 4.098 ha atau sekitar 2,37% dari total luas wilayah
Kabupaten Sikka, yang merupakan daerah pegunungan atau dataran tinggi dan
hanya terdapat dibeberapa kecamatan tertentu saja.

Kondisi kemiringan tanah (kelerengan) di wilayah Kabupaten Sikka cukup
bervariasi, berkisar dari 0 sampai dengan 70% dan didominasi oleh kemiringan tanah
yang lebih besar dari 40% dengan luas 81.167 ha atau sekitar 46,87% dari total luas
wilayah Kabupaten Sikka.
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Kabupaten Sikka beriklim tropis dengan suhu berkisar antara 27°C-29°C, pada
musim panas maksimum 29,7°C dan pada musim hujan minimum 23,8°C atau rata-
rata 27,2°C. Kelembaban udara rata-rata 85,5 % per tahun, kelembaban nisbih 74 %-
86% Kecepatan angin rata-rata 12—-20 knots. Musim panas 7-8 bulan (April/Mei —
Oktober/November) dan musim hujan kurang lebih 4 bulan (November—Desember—
Maret—April) Curah hujan per tahun berkisar antara 1.000 mm-1.500 mm, dengan jumlah
hari hujan sebesar 60-120 hari per tahun

Berdasarkan data geologi tata lingkungan, Wilayah Kabupaten Sikka
dikelompokkan menjadi 5 (lima) satuan morfologi, yaitu
1. satuan morfologi dataran rendah, menempati daerah yang cukup luas di sepanjang

pantai utara, pantai selatan dan pada alur-alur sungai dengan kemiringan antara O-
9%);

2. satuan morfologi perbukitan halus terdapat di sekitar selatan Kota Maumere dan
Kewapante dengan kemiringan antara 5-15%;

3. satuan morfologi perbukitan sedang Satuan morfologi perbukitan berelief sedang
terdapat di sepanjang pantai selatan, Pulau Besar, Pulau Babi, Pulau Panama Besar,
sebelah utara perbatasan Kabupaten Sikka dengan Flores Timur dan di daerah
Magepanda dengan kemiringan antara 15-30%;

4. satuan morfologi perbukitan kasar tersebar hampir 70% dari luas wilayah
Kabupaten Sikka dengan kemiringan antara 30-70%; serta

5. satuan morfologi pegunungan terdapat di Gunung Egon, Gunung Kimangbuleng,
Gunung Jele dan Gunung Dobo dengan kemiringan antara 50-70%. Sebaran
struktur geologi di wilayah Kabupaten Sikka terdapat beberapa batuan dan formasi
batuan sebagai yaitu Aluvium dan Endapan Pantai, Formasi Kiro, Batuan Gunung
Api Tua. Potensi sumber air di wilayah Kabupaten Sikka dapat diidentifikasi dari
3 (tiga sumber) yaitu air hujan, air tanah dan air permukaan.

Wilayah Kabupaten Sikka memiliki 4 (empat) jenis tanah yakni jenis tanah
mediteran, litosol, regosol dan jenis tanah kompleks. Dari keempat jenis tanah tersebut
lebih didominasi oleh jenis tanah mediteran seluas 79.176 Ha (45,71%), sedangkan
tekstur tanah didominasi oleh tanah bertekstur kasar dengan luas 108.609 ha atau
sekitar 62,71%. Tekstur tanah ini merupakan Klasifikasi tingkat kekasaran dan
halusnya tanah yang dinilai berdasarkan perbandingan antara fraksi pasir, debu dan liat.
Klasifikasi tekstur tanah ini akan berpengaruh terhadap pengelolaan tanah dan
pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal mengatur kandungan udara dalam rongga
tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di daerah tersebut. Tekstur tanah
juga berpengaruh terhadap muda atau tidaknya lapisan tanah tersebut.

Jenis penggunaan tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sikka terdiri dari
beberapa jenis penggunaan tanah yaitu penggunaan tanah permukiman, sawah, tegalan,
ladang, perkebunan, kebun campuran, hutan lebat, hutan belukar, hutan sejenis,

semak/alang-alang/rumput, tanah rusak/tandus, hutan rawa/bakau, danau/kolam.
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Penggunaan tanah di Kabupaten Sikka di dominasi lahan pertanian yaitu seluas 90.138
ha (52,05%), sedangkan penggunaan tanah lainnya yaitu kawasan hutan seluas
38.442,43 ha (22,20%), semak belukar seluas 23.745 ha (13,71%) dan lain-lain seluas
20.865,57 ha (12,05%).
4.1.4 Pemerintah Umum
4.1.4.1 Jumlah Kecamatan dan Desa

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan, 181
Desa dan 13 Kelurahan. Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka dipimpin oleh seorang
Bupati dan Wakil Bupati. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh instansi-
instansi terkait yang membawahi urusan pada wilayah administrasi Kabupaten Sikka
terdiri dari 21 kecamatan dengan ibu kota kabupaten adalah Maumere.

Tabel 4.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sikka

No Kecamatan Jumlah Desa Jumlah Kelurahan
1 Paga 14 -
2 Mego 12 -
3 Nita 15 -
4 Lela 9 -
5 Nelle 5 -
6 Alok 3 4
7 Kewapante 9 -
8 Bola 8 -
9 Waigete 11 -
10 Talibura 20 -
11 Palue 8 -
12 Magepanda 8 -
13 Alok Timur 6 5
14 Kangae 9 -
15 Hewokloang 7 -
16 Koting 7 -
17 Doreng 9 -
18 Mapitara 4 -
19 Tanawawo 10 -
20 Waiblama 7 -
21 Alok Barat - 4

Jumlah 181 13

Sumber : BPS Kabupaten Sikka Tahun 2023

4.1.4.2 Perangkat Daerah

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Sikka Nomor 4,5,6 dan 7 Tahun 2011, jumlah Satuan kerja
perangkat daerah di Kabupaten Sikka sebanyak 70 SKPD yang terdiri dari : 1
Sekretariat Dewan, 1 Inspektorat, 7 Badan, 14 Dinas dan 8 Bagian, 4 Kantor, 21
Kecamatan dan 13 Kelurahan.
4.1.4.3 Aparatur Pemerintah Daerah

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sikka Tahun 2023 sebanyak 5.167

orang yang dapat dirinci berdasarkan jabatan, jenis kelamin dan pendidikan.
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Tabel 4.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Sikka Tahun 2023

Laki-

No Jabatan Laki

Perempuan Total

1 | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama - - -
Senior Executives

2 | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya - - -
Middle Executives

3 | Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 31 4 35
Junior Executives

Administrator/Administrator 135 54 189

Pengawas/Supervisor 165 153 318

Eselon V/5th Echelon - - _

~N (oo~

Jabatan Fungsional Dosen - - -
Certain Functional Position for
Lecturer

8 | Jabatan Fungsional Guru 496 1341 1.837
Certain Functional Position for
Teacher

9 | Jabatan Fungsional Medis 117 887 1.004
Certain Functional Position for
Medical Field

10 | Jabatan Fungsional Teknis 238 275 513
Certain Functional Position for
Technical Field

11 | Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana 625 646 1.271
General Functional Position

Jumlah/Total 1.807 3.360 5.167

Sumber Data : https://sikkakab.bps.go.id

Tabel 4.2. menampilkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sikka
Tahun 2023 berdasarkan jabatan dan jenis kelamin. Total keseluruhan PNS adalah
5.167 orang, yang terdiri atas 1.807 laki-laki dan 3.360 perempuan. Sebaran PNS ini
dikelompokkan dalam beberapa kategori jabatan, termasuk jabatan pimpinan tinggi,
jabatan fungsional tertentu (dosen, guru, medis, dan teknis), serta jabatan
umum/pelaksana. Kategori jabatan fungsional guru memiliki jumlah PNS terbanyak,
yaitu 1.837 orang, dengan mayoritas perempuan (1.341) dibandingkan laki-laki (496).
Sementara itu, jabatan fungsional medis berada di urutan kedua dengan jumlah 1.004
orang, yang didominasi oleh perempuan (887). Jabatan fungsional umum/pelaksana
menempati posisi ketiga dengan total 1.271 orang, yang hampir seimbang antara laki-
laki (625) dan perempuan (646). Di sisi lain, jabatan pimpinan tinggi utama, madya,
dan eselon V tidak memiliki PNS yang terdata dalam tabel ini. Dari tabel ini terlihat
bahwa perempuan mendominasi jumlah PNS secara keseluruhan, terutama di bidang
pendidikan dan medis. Namun, pada jabatan pimpinan tinggi pratama dan
administrator, laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Hal ini
mencerminkan perbedaan distribusi gender di berbagai jenis jabatan di Kabupaten
Sikka, yang dapat menjadi perhatian dalam analisis kebijakan sumber daya manusia di

wilayah tersebut.
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Tabel 4.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Sikka Tahun 2023

No Tingkat Pendidikan Laki-Laki | Perempuan Total

1 | Sekolah Dasar (SD) 34 4 38
Primary School

2 | Sekolah Menengah Pertama (SMP) 42 3 45
Junior High School

3 | Sekolah Menengah Atas (SMA) 455 499 954
Senior High School

4 | Diploma I/Akta | 4 46 50
Diploma I/Akta |

5 | Diploma Il/Akta Il 38 57 95
Diploma I1/Akta Il

6 | Diploma I11/Akta 111 213 987 1200
Diploma I11/Akta 111

7 | Diploma IV/Akta IV 47 61 108
Diploma I1V/Akta IV

8 | S1/Sarjana 926 1656 2582
Under Graduate/Bachelor

9 | S2/Pasca Sarjana 48 47 95
Graduate

10 | S3/Doktor/Ph.D - - -
Post Graduate

Jumlah/Total 1.807 3.360 5.167

Sumber Data : https://sikkakab.bps.go.id

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sikka
pada tahun 2023 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Secara
keseluruhan, terdapat 5.167 PNS, terdiri dari 1.807 laki-laki dan 3.360 perempuan.
Tingkat pendidikan PNS bervariasi, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga S2, dengan
mayoritas berada pada tingkat Sarjana (S1) yang mencapai 2.582 orang. Jumlah PNS
perempuan secara konsisten lebih banyak dibandingkan laki-laki di hampir semua
tingkat pendidikan, kecuali pada jenjang SD, SMP, dan S2.

Sebagian besar PNS di Kabupaten Sikka memiliki tingkat pendidikan yang lebih
tinggi. Jumlah terbesar berada pada jenjang Diploma 11l dengan 1.200 orang, diikuti
oleh jenjang S1 dengan 2.582 orang. Pada tingkat Diploma I/Akta I hingga Diploma
IV/Akta 1V, jumlah perempuan yang berpendidikan lebih tinggi sangat signifikan,
seperti terlihat pada Diploma 111 yang memiliki 987 perempuan dibandingkan 213 laki-
laki. Sementara itu, tidak ada PNS yang tercatat memiliki gelar Doktor (S3).

Distribusi PNS berdasarkan pendidikan dan jenis kelamin menunjukkan bahwa
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang lebih tinggi
telah tercapai, terutama di kalangan perempuan. Namun, proporsi laki-laki yang
cenderung lebih rendah pada jenjang pendidikan tertentu menjadi perhatian, khususnya
pada jenjang Diploma Il dan S1. Data ini mencerminkan pentingnya pendidikan
formal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor pemerintahan di Kabupaten
Sikka.
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4.2 Profil Responden

Sampel minimal yang ditentukan untuk RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah
134 responden, sementara untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sikka, jumlah sampel minimalnya adalah 241 responden. Mengingat pengumpulan
data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara langsung dan melalui Google
Form, jumlah responden yang memberikan tanggapan untuk RSUD dr. T.C. Hillers
Maumere mencapai 210 responden, sementara untuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sebanyak 295 responden. Dengan demikian, total
responden yang memberikan tanggapan adalah 505 responden, yang selanjutnya data
dari 505 responden tersebut digunakan untuk menganalisis Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Kabupaten Sikka.
4.2.1 Profil Responden RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
4.2.1.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas 2 kelompok yaitu laki-laki
dan perempuan. Dari hasil tabulasi data responden sebanyak 210 masyarakat sebagai
sampel dalam survei ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 4.4. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis kelamin Frequency Percent
1 | Laki-Laki 95 45,20
2 | Perempuan 115 54,80
Total 210 100,00

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa dari 210
masyarakat yang menerima layanan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, sebanyak 95
orang atau 45,2% adalah laki-laki, sementara 115 orang atau 54,80% adalah
perempuan. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penerima layanan di RSUD dr.
T.C. Hillers Maumere adalah perempuan
4.2.1.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dikelompokkan menjadi lima
kategori yaitu: SD, SMP, SLTA, Sldan S2. Hasil tabulasi data menunjukkan distribusi
tingkat pendidikan dari 210 masyarakat, yang menjadi sampel dalam survei ini,
sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.5. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Frequency Percent
1 |S1 33 15,70
2 | S2 1 0,50
3 |SD 34 16,20
4 | SMA 104 49,50
5 | SMP 38 18,10
Total 210 100,00

Profil responden berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa mayoritas
pengguna layanan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah lulusan SMA, yaitu
sebanyak 104 orang (49,50%). Selanjutnya, responden dengan tingkat pendidikan SMP

24 | Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sikka Tahun 2024



berjumlah 38 orang (18,10%) dan SD sebanyak 34 orang (16,20%). Responden yang
memiliki pendidikan S1 berjumlah 33 orang (15,70%), sementara responden dengan
pendidikan S2 hanya 1 orang (0,50%). Data ini menggambarkan bahwa sebagian besar
responden adalah lulusan pendidikan menengah, menunjukkan keragaman tingkat
pendidikan masyarakat yang memanfaatkan layanan di RSUD dr. T.C. Hillers
Maumere.
4.2.1.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden dibagi atas sebelas kelompok jenis
pekerjaan. Hasil tabulasi data menunjukkan distribusi pekerjaan dari 210 masyarakat
yang menjadi sampel dalam survei ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.6. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No | Pekerjaan Frequency Percent
1 |IRT 47 22,40
2 | Lainnya 17 8,10
3 | Mahasiswa/Pelajar 12 5,70
4 | Nelayan 3 1,40
5 | Pelajar 1 0,50
6 | Petani 49 23,30
7 | PNS 13 6,20
8 | Swasta 31 14,80
9 |TNI 1 0,50
10 | Wirausaha 36 17,10
Total 210 100,00

Profil responden berdasarkan pekerjaan di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
menunjukkan keragaman latar belakang pekerjaan dengan total 210 responden.
Mayoritas responden berprofesi sebagai petani (23,30%) dan Ibu Rumah Tangga (IRT)
(22,40%), mencerminkan dominasi masyarakat agraris dan non-pekerja formal yang
memanfaatkan layanan rumah sakit ini. Profesi wirausaha menempati urutan ketiga
dengan 17,10%, diikuti oleh pekerja swasta (14,80%) dan PNS (6,20%). Kelompok
mahasiswa/pelajar berjumlah 5,70%, sementara pekerjaan lain yang termasuk nelayan,
pelajar, dan TNI masing-masing memiliki proporsi lebih kecil, di bawah 2%. Data ini
mencerminkan bahwa RSUD melayani berbagai kelompok masyarakat dengan profesi
yang beragam, sebagian besar dari sektor informal.
4.2.1.4 Profil Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, responden dibagi atas enam kelompok tingkat umur. Hasil
tabulasi data menunjukkan distribusi tingkat umur dari 210 masyarakat yang menjadi
sampel dalam survei ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.7. Profil Responden Berdasarkan Umur

No Umur Frequency Percent
1 <21 17 8,10
2 21-30 59 28,10
3 31-40 56 26,67
4 41-50 39 18,57
5 51-60 27 12,86
6 >60 12 5,71
Total 210 100,00
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Profil responden berdasarkan umur di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
menunjukkan bahwa kelompok usia 21-30 tahun merupakan yang terbesar, dengan
jumlah 59 responden atau 28,10% dari total 210 responden. Diikuti oleh kelompok usia
31-40 tahun sebanyak 56 responden (26,67%) dan usia 41-50 tahun dengan 39
responden (18,57%). Kelompok usia 51-60 tahun mencapai 27 responden (12,86%),
sementara responden dengan usia di atas 60 tahun hanya sebanyak 12 orang (5,71%).
Kelompok termuda, yaitu di bawah 21 tahun, memiliki jumlah terkecil kedua dengan
17 responden (8,10%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada
usia produktif, dengan distribusi yang mencerminkan keterlibatan berbagai kelompok
umur dalam survei ini.

4.2.2 Profil Responden Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sikka
4.2.2.1 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdiri atas 2 kelompok yaitu laki-laki
dan perempuan. Dari hasil tabulasi data responden sebanyak 306 masyarakat sebagai
sampel dalam survei ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.8. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No | Jenis kelamin Frequency Percent
1 Laki-Laki 132 44,70
2 Perempuan 163 55,30

Total 295 100,00

Profil responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa masyarakat yang
memperoleh layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
didominasi oleh perempuan. Dari total 295 responden, sebanyak 163 orang atau 55,30% adalah
perempuan, sedangkan laki-laki berjumlah 132 orang atau 44,70%. Data ini mengindikasikan
bahwa perempuan lebih banyak mengakses layanan administrasi kependudukan dibandingkan
laki-laki.
4.2.2.2 Profil Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dikelompokkan menjadi lima
kategori yaitu: SD, SMP, SLTA, Sldan S2. Hasil tabulasi data menunjukkan distribusi
tingkat pendidikan dari 295 masyarakat, yang menjadi sampel dalam survei ini,
sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.9. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan

No | Pendidikan Frequency Percent
1 S1 77 26,10
2 S2 2 0,70
3 SD 20 6,80
4 SMA 170 57,60
5 SMP 26 8,80
Total 295 100,00
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Profil responden berdasarkan pendidikan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa mayoritas responden
berpendidikan SMA, dengan frekuensi sebesar 170 orang atau 57,60%. Kelompok
terbesar berikutnya adalah responden dengan pendidikan S1, sebanyak 77 orang atau
26,10%. Responden dengan pendidikan SMP mencapai 26 orang (8,80%), sementara
yang berpendidikan SD berjumlah 20 orang (6,80%). Responden dengan tingkat
pendidikan S2 adalah yang paling sedikit, yaitu hanya 2 orang atau 0,70%. Data ini
menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah
ke atas, dengan dominasi pendidikan SMA.
4.2.2.3 Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, responden dibagi atas sembilan kelompok jenis
pekerjaan. Hasil tabulasi data menunjukkan distribusi pekerjaan dari 295 masyarakat
yang menjadi sampel dalam survei ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.10. Profil Responden Berdasarkan Pekerjaan

No Pekerjaan Frequency Percent
1 | IRT 22 7,50
2 | Lainnya 127 43,10
3 | Mahasiswa/Pelajar 22 7,50
4 | PETANI 13 4,40
5 | PNS 16 5,40
6 | POLRI 1 0,30
7 | Swasta 74 25,10
8 | TNI 4 1,40
9 | Wirausaha 16 5,40
Total 295 100,00

Profil responden berdasarkan pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan keberagaman latar belakang pekerjaan
dari 295 responden. Kelompok terbesar adalah kategori "Lainnya"™ dengan 127
responden (43,10%), diikuti oleh pekerja swasta sebanyak 74 responden (25,10%).
Responden dari kategori Ibu Rumah Tangga (IRT) dan Mahasiswa/Pelajar masing-
masing berjumlah 22 orang (7,50%). Kelompok lainnya mencakup Petani (4,40%),
Wirausaha (5,40%), Pegawai Negeri Sipil (PNS) (5,40%), TNI (1,40%), dan POLRI
(0,30%). Data ini mencerminkan partisipasi dari berbagai profesi dalam survei, yang
dapat memberikan perspektif beragam terhadap layanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.
4.2.2.4 Profil Responden Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, responden dibagi atas enam kelompok tingkat umur. Hasil
tabulasi data menunjukkan distribusi tingkat umur dari 295 masyarakat yang menjadi

sampel dalam survei ini, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :
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Tabel 4.11. Profil Responden Berdasarkan Umur

No Umur Frequency Percent
1 <21 26 8,81
2 21-30 129 43,73
3 31-40 90 30,51
4 41-50 29 9,83
5 51-60 14 4,75
6 >60 7 2,37
Total 295 100,00

Profil responden berdasarkan umur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang
usia produktif, yaitu 21-30 tahun (43,73%) dan 31-40 tahun (30,51%), yang bersama-
sama mencakup lebih dari 74% dari total responden. Kelompok usia lainnya, seperti
<21 tahun (8,81%), 41-50 tahun (9,83%), 51-60 tahun (4,75%), dan >60 tahun (2,37%),
memiliki persentase yang lebih kecil. Data ini mencerminkan bahwa layanan dinas
tersebut lebih banyak digunakan oleh individu dalam usia produktif, yang
kemungkinan terkait dengan kebutuhan administratif yang sering muncul dalam fase
kehidupan aktif seperti pekerjaan, pernikahan, atau kepemilikan dokumen
kependudukan.
4.3 Hasil Pengukuran Berdasarkan Sembilan Unsur Pelayanan
4.3.1 Hasil Pengukuran IKM pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD dr. T.C.

Hillers Maumere disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Pengukuran ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas layanan yang
diberikan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere, sekaligus sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Data yang
dihasilkan mencakup penilaian dari berbagai aspek pelayanan yang telah ditetapkan
dalam indikator IKM, memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat
terhadap layanan yang diberikan.

Tabel 4.12. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Unsur Pelayanan
Keterangan 1 > 3 4 5 5 7 3 9 Konversi
¥ Nilai 665 | 660 | 595 | 656 | 656 | 666 | 658 | 639 | 716 IKM
NRR/UNSUR | 3,167 | 3,143 | 2,833 | 3,124 | 3,124 | 3,171 | 3,133 | 3,043 | 3,41
;\LIJFLF;J;B 0,348 | 0,346 | 0,312 | 0,344 | 0,344 | 0,349 | 0,345 | 0,335 | 0,375 3,10
IKM 78,38 | 77,79 | 70,13 | 77,31 | 77,31 | 78,49 | 77,55 | 75,31 | 84,39 | 77,41

Berdasarkan hasil analisis, dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur,

diperoleh nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,10, yang setelah

dikonversi menjadi 77,41%. Berdasarkan nilai tersebut, mutu pelayanan masuk dalam
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kategori "'B"", yang menunjukkan bahwa Kinerja unit pelayanan tergolong "'Baik"
sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dengan predikat "Baik", RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dinilai mampu
memberikan pelayanan yang memadai sesuai dengan harapan masyarakat. Predikat ini
mencerminkan bahwa mayoritas unsur pelayanan telah memenuhi standar kualitas
yang diharapkan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan pada beberapa aspek
dengan nilai yang lebih rendah. Keberhasilan dalam mencapai predikat ini
menunjukkan komitmen rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan,
sekaligus menjadi motivasi untuk mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi di masa
mendatang.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, prioritas utama harus diberikan
pada unsur-unsur dengan nilai di bawah IKM untuk dilakukan perbaikan, sementara
unsur-unsur dengan nilai di atas IKM tetap harus dijaga konsistensinya agar standar
layanan tidak menurun bahkan akan meningkat. Dari sembilan unsur yang diukur,
seluruhnya telah melampaui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimum, yaitu
3,10, dengan nilai konversi rata-rata mencapai 77,41%, yang menunjukkan bahwa
pelayanan secara keseluruhan telah berada pada kategori "Baik."

Tabel 4.13. Peringkat IKM RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

No Unsur IKM IKM/Unsur | Kinerja | Peringkat
1 | Persyaratan 78,38 Baik 3
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 77,79 Baik 4
3 | Waktu Penyelesaian 70,13 Kura_mg

' Baik 9

4 | Biaya/Tarif 77,31 Baik 6
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan 77,31 Baik 7
6 | Kompetensi pelaksana 78,49 Baik 2
7 | Perilaku pelaksana 77,55 Baik 5
8 Penanganan Pengaduan, Saran dan 7531 Kurang

Masukan ' Baik 8

9 | Sarana dan Prasarana 84,39 Baik 1

Rata-Rata dan Kinerja IKM 77,41 Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
menunjukkan hasil yang bervariasi pada setiap unsur SKM yang diukur. Secara
keseluruhan, nilai rata-rata IKM mencapai 77,41, yang mengindikasikan bahwa kinerja
pelayanan rumah sakit ini termasuk dalam kategori “Baik”. Ini menunjukkan bahwa
masyarakat merasa cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh RSUD dr. T.C.
Hillers Maumere. Meskipun demikian, ada beberapa unsur yang menunjukkan Kinerja
yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain.

Dari sembilan unsur yang diukur, unsur Sarana dan Prasarana memperoleh nilai
tertinggi sebesar 84,39 dan berada di peringkat pertama, menunjukkan bahwa fasilitas
yang tersedia dianggap sangat memadai oleh pengguna layanan. Unsur Kompetensi
Pelaksana menempati peringkat kedua dengan nilai 78,49. Hal ini menunjukkan bahwa
masyarakat menilai tenaga kesehatan dan staf di RSUD dr. T.C. Hillers memiliki

kemampuan dan keahlian yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, unsur
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Persyaratan berada di peringkat ketiga dengan nilai 78,38, mencerminkan bahwa
persyaratan yang ditetapkan untuk mengakses layanan cukup mudah dipenuhi oleh
masyarakat. Namun, ada dua unsur yang masuk dalam kategori kurang baik, yaitu
Waktu Penyelesaian dengan nilai 70,13 dan berada di peringkat kesembilan, serta
Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 75,31 di peringkat
kedelapan. Nilai ini mengindikasikan bahwa proses pelayanan masih membutuhkan
peningkatan, khususnya dalam hal efisiensi waktu dan pengelolaan keluhan atau saran
dari masyarakat.

Unsur lain seperti Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, dan Perilaku
Pelaksana mendapat nilai di atas 77, namun peringkatnya lebih rendah dibandingkan
unsur-unsur lainnya. Meski tergolong baik, peningkatan dalam aspek ini juga perlu
diperhatikan untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal. Unsur ini
mencerminkan elemen penting dalam pelayanan publik yang harus tetap dipertahankan
kualitasnya.

Secara keseluruhan, hasil IKM memberikan gambaran bahwa pelayanan di
RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa area
yang membutuhkan perbaikan. Prioritas peningkatan harus difokuskan pada waktu
penyelesaian layanan dan penanganan keluhan, karena kedua unsur ini langsung
berdampak pada persepsi masyarakat terhadap efisiensi dan responsivitas rumah sakit.
Peningkatan pada aspek-aspek tersebut dapat lebih meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang disediakan.

Berdasarkan hasil analisis, unsur yang memiliki nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) di bawah rata-rata 77,41% dan perlu diprioritaskan untuk
ditingkatkan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere adalah:

1. Waktu Penyelesaian (70,13)
Unsur ini memiliki nilai paling rendah di antara semua unsur yang diukur. Dengan
kategori kurang baik dan berada di peringkat terakhir (ke-9), hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat merasa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan
masih terlalu lama. Proses-proses seperti administrasi, konsultasi, atau tindakan
medis kemungkinan besar menjadi sumber keluhan utama.

2. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (75,31)
Unsur ini berada di peringkat ke-8 dengan kategori kurang baik. Nilai ini
menunjukkan bahwa pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan dari masyarakat
belum efektif. Respons yang lambat atau kurang memadai terhadap keluhan
masyarakat menjadi perhatian yang harus diperbaiki untuk meningkatkan citra
pelayanan rumah sakit.

3. Biaya/Tarif (77,31)
Meskipun berada di kategori baik, nilai 77,31 untuk unsur ini masih di bawah rata-
rata IKM. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi yang

beragam tentang keterjangkauan biaya atau transparansi tarif layanan. Rumah sakit
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perlu memastikan bahwa informasi tentang biaya jelas dan terjangkau bagi semua
kalangan.

4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (77,31)
Sama seperti unsur Biaya/Tarif, unsur ini juga memiliki nilai 77,31 dan berada di
peringkat ke-7. Nilai ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan
kualitas atau variasi jenis layanan yang ditawarkan agar sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

RSUD dr. T.C. Hillers Maumere memiliki peluang besar untuk secara signifikan
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan dengan memberikan
perhatian khusus pada peningkatan area-area yang memiliki nilai IKM rendah. Melalui
upaya berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan di bidang
pelayanan, rumah sakit ini dapat memastikan bahwa seluruh aspek layanan, mulai dari
waktu penyelesaian hingga penanganan pengaduan, berjalan lebih efisien dan sesuai
harapan masyarakat. Langkah-langkah strategis tersebut tidak hanya akan
meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat tetapi juga memperkuat kepercayaan
publik terhadap kemampuan rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang
bermutu tinggi dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

4.3.2 Hasil Pengukuran IKM pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka disusun berdasarkan pedoman
yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017. Pengukuran ini bertujuan untuk
menilai kualitas pelayanan publik melalui persepsi masyarakat terhadap aspek-aspek
pelayanan,. Dengan mengacu pada standar nasional tersebut, hasil IKM diharapkan
menjadi dasar untuk evaluasi dan peningkatan layanan yang lebih baik sesuai
kebutuhan masyarakat.

Tabel 4.14. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Unsur Pelayanan

Keterangan
’ L 2 8 4 > 6 7 8 9 | Konversi
X Nilai 1079 | 1055 | 1030 | 1130 | 1067 | 1077 | 1060 | 1048 | 1018 IKM
NRR/UNSUR | 3,658 | 3,576 | 3,492 | 3,831 | 3,617 | 3,651 | 3593 | 3,553 | 3,451
NRR TTB
JUNSUR 0,402 | 0,393 | 0,384 | 0,421 | 0,398 | 0,402 | 0,395 | 0,391 | 0,38 3,57
IKM 90,53 | 88,561 | 86,42 | 94,81 | 89,52 | 90,36 | 88,93 | 87,93 | 85,41 89,16

Berdasarkan hasil analisis, dari 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur,
diperoleh nilai interval Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,57, yang setelah
dikonversi menjadi 89,16%. Berdasarkan nilai tersebut, mutu pelayanan masuk dalam
kategori “A”, yang menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan tergolong “Sangat

Baik” sesuai dengan pedoman yang berlaku.
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Dengan predikat “Sangat Baik”, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka dinilai mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan
standar yang diatur dalam peraturan. Meski demikian, hasil ini juga menjadi tantangan
bagi unit pelayanan untuk terus mempertahankan kualitas yang tinggi dan melakukan
perbaikan pada aspek-aspek yang masih membutuhkan penguatan. Dengan demikian,
Kinerja pelayanan yang baik ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga kepercayaan
masyarakat dan mendukung pelayanan publik yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, prioritas utama harus diberikan
pada unsur-unsur dengan nilai di bawah IKM untuk dilakukan perbaikan, sementara
unsur-unsur dengan nilai di atas IKM tetap harus dijaga konsistensinya agar standar
layanan tidak menurun. Dari sembilan unsur yang diukur, seluruhnya telah melampaui
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) minimum, yaitu 3,57, dengan nilai konversi
rata-rata mencapai 89,16%, yang menunjukkan bahwa pelayanan secara keseluruhan
telah berada pada kategori “Sangat Baik.”

Tabel 4.15. Peringkat IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka

No Unsur SKM IKM/Unsur Kinerja Peringkat
1 | Persyaratan 90,53 Sangat Baik 2
2 | Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 88,51 Sangat Baik 6
3 | Waktu Penyelesaian 86,42 Baik 8
4 | Biaya/Tarif 94,81 Sangat Baik 1
5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan 89,52 Sangat Baik 4
6 | Kompetensi pelaksana 90,36 Sangat Baik 3
7 | Perilaku pelaksana 88,93 Sangat Baik 5
3 Penanganan Pengaduan, Saran dan 87.93 Baik

Masukan 7
9 | Sarana dan Prasarana 85,41 Baik 9
Rata-Rata dan Kinerja IKM 89,16 Sangat Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan hasil yang sangat baik secara keseluruhan, dengan
rata-rata IKM sebesar 88,16. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat umumnya puas
dengan kualitas layanan yang diberikan oleh dinas ini. Berdasarkan hasil tersebut,
dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sikka berada di tingkat yang sangat baik, meskipun ada beberapa unsur
dengan kinerja sedikit lebih rendah dibandingkan yang lain.

Unsur Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi, yaitu 94,81, dan menduduki
peringkat pertama dalam Kinerja pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat
merasa biaya atau tarif pelayanan yang ditetapkan sangat sesuai dan terjangkau. Unsur
ini diikuti oleh Persyaratan (90,53) dan Kompetensi Pelaksana (90,36), yang
menempati peringkat kedua dan ketiga. Hal ini mencerminkan bahwa syarat yang
diperlukan mudah dipenuhi, dan petugas memiliki keahlian yang baik dalam
menjalankan tugasnya.

Unsur Waktu Penyelesaian mendapatkan nilai 86,42 dan dikategorikan sebagai

"Baik," berada pada peringkat kedelapan. Ini menunjukkan bahwa meskipun
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masyarakat merasa waktu penyelesaian cukup memuaskan, ada ruang untuk
meningkatkan efisiensi proses agar pelayanan dapat lebih cepat diselesaikan. Selain
itu, unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (87,93) serta Sarana dan
Prasarana (85,41) juga berada pada kategori "Baik,” mengindikasikan bahwa
pengelolaan pengaduan dan fasilitas pendukung masih dapat ditingkatkan untuk
memenuhi harapan masyarakat.

Unsur dengan kinerja sangat baik lainnya adalah Sistem, Mekanisme, dan
Prosedur (88,51) dan Perilaku Pelaksana (88,93), yang menunjukkan bahwa prosedur
pelayanan sudah berjalan dengan jelas dan petugas bersikap sopan dan profesional.
Namun, peringkatnya berada di posisi menengah dibandingkan unsur lain, sehingga
perbaikan lebih lanjut dapat meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa unsur dengan nilai IKM sedikit
lebih rendah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka berhasil
mencapai rata-rata IKM yang sangat baik, menunjukkan bahwa sebagian besar layanan
yang diberikan memenuhi harapan masyarakat. Namun, untuk mencapai kualitas
pelayanan yang lebih tinggi, dinas ini harus terus melakukan evaluasi dan perbaikan,
terutama pada aspek waktu penyelesaian layanan, penanganan pengaduan, serta sarana
dan prasarana, agar semakin memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, indikator yang memiliki nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) di bawah rata-rata 88,89 dan perlu diprioritaskan untuk ditingkatkan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka adalah:

1. Sarana dan Prasarana (85,41, Baik, Peringkat 9)
Unsur ini mendapatkan nilai terendah, menunjukkan bahwa fasilitas fisik dan
pendukung pelayanan masih memerlukan banyak perbaikan. Kekurangan seperti
ruang tunggu yang kurang nyaman, peralatan pelayanan yang tidak memadai, atau
kondisi lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi penyebab utama.
Peningkatan kualitas sarana dan prasarana melalui renovasi atau pengadaan
fasilitas baru dapat meningkatkan kenyamanan pengguna layanan.

2. Waktu Penyelesaian (86,42, Baik, Peringkat 8)
Dengan nilai sedikit lebih tinggi dari sarana dan prasarana, unsur ini
mencerminkan kebutuhan untuk mempercepat proses pelayanan. Masyarakat
mungkin merasa bahwa waktu penyelesaian layanan masih kurang efisien.
Mengurangi birokrasi yang berbelit atau memanfaatkan teknologi digital untuk
mempercepat proses bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja pada aspek
ini.

3. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan (87,93, Baik, Peringkat 7)
Unsur ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keluhan dan masukan
masyarakat berjalan cukup baik, tetapi belum maksimal. Sistem yang kurang
responsif atau kurangnya tindak lanjut terhadap keluhan mungkin menjadi

kendala. Memperbaiki transparansi dalam penanganan pengaduan serta
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menyediakan akses mudah untuk menyampaikan masukan dapat memperbaiki
nilai pada unsur ini.

4. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (88,51, Sangat Baik, Peringkat 6)
Meskipun dalam kategori "Sangat Baik," unsur ini masih di bawah rata-rata IKM.
Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang ada cukup memadai, tetapi mungkin
terasa kurang sederhana atau efisien bagi sebagian masyarakat. Penyederhanaan
alur prosedur dan peningkatan komunikasi terkait panduan layanan dapat
membantu masyarakat memahami proses dengan lebih baik.

5. Perilaku Pelaksana (88,93, Sangat Baik, Peringkat 5)
Dengan nilai tertinggi di antara unsur-unsur di bawah rata-rata, perilaku pelaksana
mencerminkan sikap yang sopan, ramah, dan profesional dalam melayani
masyarakat. Namun, konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik mungkin
perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Pelatihan
berkelanjutan terkait etika pelayanan publik dapat membantu menjaga dan
meningkatkan kualitas perilaku petugas.

Upaya peningkatan pada kelima indikator ini akan membantu memperbaiki
Kinerja pelayanan publik secara keseluruhan dan berpotensi meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Sikka. Perbaikan sarana dan prasarana, seperti penyediaan fasilitas
yang lebih baik dan ramah pengguna, akan menciptakan lingkungan yang lebih nyaman
bagi masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan pengalaman mereka dalam
menerima layanan. Selain itu, dengan mempercepat waktu penyelesaian layanan
melalui penyederhanaan prosedur atau pemanfaatan teknologi, masyarakat akan
merasakan kemudahan dan efisiensi dalam proses administrasi, yang sangat penting
untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan.

Peningkatan penanganan pengaduan, saran, dan masukan juga menjadi faktor
kunci untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Dengan
memastikan respons yang cepat dan transparan terhadap setiap pengaduan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menunjukkan komitmennya untuk selalu
memperbaiki kualitas pelayanan. Ketiga indikator ini, bila diperbaiki dengan serius,
akan menciptakan siklus positif yang meningkatkan kepercayaan masyarakat dan
memperbaiki kualitas pelayanan publik secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan
memperkuat citra instansi pemerintah sebagai lembaga yang peduli dan responsif
terhadap kebutuhan warganya.

4.3.3 Target dan Realisasi IKM Kabupaten Sikka

Dalam Lampiran Perda No. 8/2020 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten
Sikka Tahun 2018-2023, Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka menetapkan Indikator
Kinerja Daerah (IKD) sebagai alat ukur untuk menilai capaian kinerja dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah tersebut, dengan salah satu fokus

utama pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Penetapan IKM sebagai indikator
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Kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada masyarakat. IKM menjadi tolak ukur penting dalam
mengukur apakah pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan
masyarakat, sekaligus sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola
pemerintahan daerah. Target dan Realisasi IKM Kabupaten Sikka Tahun 2023 dapat
terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16. Target dan Realisasi IKM Kabupaten Sikka Tahun 2023

Tahun Kondisi
No IKM Kabupaten Sikka 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Akhir
RPIJMD
3.1.1.6 | Target IKM 2,2 2,4 2,6 3 3
Realisasi IKM - - 2,8 | 3,33

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator penting dalam
mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Di
Kabupaten Sikka, perkembangan IKM tercatat mengalami perubahan yang signifikan
sejak tahun 2020 hingga 2023. Dalam RPJMD Kabupaten Sikka, target IKM untuk
setiap tahun telah ditetapkan, dengan target yang terus meningkat dari 2,2 pada tahun
2020 menjadi 3 pada tahun 2023. Meningkatnya target IKM menunjukkan komitmen
pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan harapan
masyarakat semakin puas dengan layanan yang diberikan.

Pada tahun 2020, target IKM ditetapkan sebesar 2,2 dan diharapkan pencapaian
ini menjadi dasar untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Namun, pada tahun-tahun
tersebut tidak ada data yang tersedia mengenai realisasi IKM, yang menunjukkan
bahwa pengukuran atau evaluasi terhadap capaian kinerja dalam hal kepuasan
masyarakat belum dilakukan atau dilaporkan secara resmi. Hal ini mungkin menjadi
tantangan dalam pemantauan kinerja pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan
publik, karena tanpa data yang jelas, sulit untuk mengidentifikasi kekurangan dan
merancang langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Pada tahun 2022, realisasi IKM tercatat sebesar 2,8, yang menunjukkan
peningkatan signifikan dari target awal yang ditetapkan pada tahun tersebut, yaitu 2,6.
Meskipun belum mencapai target yang lebih tinggi, pencapaian ini mencerminkan
upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Peningkatan IKM pada tahun 2022 ini bisa jadi akibat dari berbagai
program perbaikan pelayanan yang diterapkan oleh Dinas terkait, seperti peningkatan
sarana dan prasarana pelayanan, pengurangan waktu tunggu layanan, dan peningkatan
kompetensi aparatur pemerintah.

Pada tahun 2023, realisasi IKM Kabupaten Sikka tercatat mencapai 3,33,
melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 3. Pencapaian ini menunjukkan bahwa
upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik mulai menunjukkan hasil yang positif. Adanya peningkatan ini bisa diartikan

sebagai refleksi dari keberhasilan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan
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masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Beberapa faktor yang
mungkin berkontribusi terhadap pencapaian ini antara lain adanya peningkatan sistem
pelayanan, penggunaan teknologi, dan peningkatan komunikasi antara pemerintah dan
masyarakat.

Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sikka pada tahun
2023 dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan sekitar 18,93%. Pada
tahun 2022, realisasi IKM tercatat sebesar 2,8, sedangkan pada tahun 2023 mencapai
3,33. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan
publik yang diberikan oleh pemerintah daerah, melebihi target IKM yang ditetapkan
untuk tahun 2023 sebesar 3. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang efektif dari
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, yang
dapat dilihat melalui perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan, seperti waktu
penyelesaian, kompetensi pelaksana, dan pengelolaan pengaduan.

Dengan pencapaian IKM yang melebihi target pada tahun 2023, pemerintah
Kabupaten Sikka dapat melihat hal ini sebagai langkah positif yang harus
dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut di masa mendatang. Pemerintah daerah
perlu terus mengevaluasi dan mengidentifikasi area yang masih dapat diperbaiki, serta
merancang kebijakan untuk memastikan bahwa kepuasan masyarakat tetap terjaga.
Selain itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan tren dan dinamika yang
ada dalam masyarakat untuk memastikan bahwa perubahan dalam kebutuhan dan
harapan masyarakat dapat segera diakomodasi, sehingga pencapaian IKM yang baik

bisa dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang telah
dilakukan pada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, berikut adalah beberapa kesimpulan yang dapat
diambil:

1. Kinerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere
Secara keseluruhan, RSUD dr. T.C. Hillers Maumere memperoleh nilai IKM
sebesar 77,41%, yang menempatkan kinerja pelayanan rumah sakit dalam kategori
"Baik". Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan
layanan yang diberikan oleh rumah sakit, meskipun masih ada beberapa area yang
memerlukan perbaikan lebih lanjut. Prioritas perbaikan utama di RSUD dr. T.C.
Hillers Maumere adalah "Waktu Penyelesaian™ yang memiliki nilai IKM terendah
(70,13%), menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan
seperti pendaftaran, pemeriksaan, dan pelayanan lainnya untuk meningkatkan
kenyamanan pasien. Di sisi lain, aspek sarana dan prasarana memperoleh nilai
IKM tertinggi (84,39%), menunjukkan bahwa fasilitas fisik rumah sakit sudah
sangat baik dan berperan penting dalam meningkatkan kepuasan pasien.
Sementara itu, kompetensi pelaksana mendapatkan nilai IKM 78,49%, yang
menunjukkan bahwa petugas medis sudah memberikan pelayanan yang memadai
sesuai dengan standar profesi.
2. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka menunjukkan Kinerja
yang sangat baik dengan nilai IKM sebesar 89,16%, yang menunjukkan bahwa
sebagian besar masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan
oleh dinas ini. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka
menunjukkan hasil IKM yang sangat baik, dengan nilai tertinggi pada unsur
biaya/tarif (94,81%) dan persyaratan (90,18%), yang mencerminkan kepuasan
masyarakat terhadap tarif dan prosedur layanan. Kompetensi pelaksana juga
mendapatkan nilai tinggi (90,53%), menunjukkan bahwa petugas telah
memberikan pelayanan yang memadai. Meskipun demikian, terdapat peluang
untuk perbaikan pada beberapa unsur, seperti waktu penyelesaian (86,42%),
penanganan pengaduan dan masukan (87,93%), serta sarana dan prasarana
(85,41%), yang membutuhkan perhatian lebih untuk mempercepat pelayanan dan

meningkatkan fasilitas serta respons terhadap pengaduan.
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3. Realisasi IKM Kabupaten Sikka Tahun 2023
Pada tahun 2023, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Sikka
mencapai 3,33, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3, dengan peningkatan
sekitar 18,93% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 2,8. Pencapaian ini
menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui perbaikan sistem pelayanan, penggunaan teknologi, dan
peningkatan komunikasi dengan masyarakat. Kenaikan IKM ini mencerminkan
respons yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat dan upaya berkesinambungan
untuk memperbaiki berbagai aspek pelayanan, seperti waktu penyelesaian,
kompetensi pelaksana, dan pengelolaan pengaduan.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil analisis, berikut adalah beberapa saran yang dapat
disampaikan kepada RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka:
1. Saran untuk RSUD dr. T.C. Hillers Maumere:

a. Meningkatkan Waktu Penyelesaian: Perbaikan pada aspek waktu
penyelesaian pelayanan harus menjadi prioritas utama. RSUD dapat
melakukan digitalisasi proses administrasi, seperti pendaftaran online dan
sistem antrian elektronik. Selain itu, menambah jumlah tenaga medis dan staf
pada jam-jam sibuk dapat membantu mempercepat pelayanan, serta evaluasi
berkala terhadap waktu penyelesaian pelayanan harus dilakukan untuk
memastikan efisiensi.

b. Meningkatkan Penanganan Pengaduan: RSUD perlu menyediakan saluran
pengaduan yang lebih mudah diakses, seperti aplikasi khusus, nomor hotline,
atau email resmi. Proses tindak lanjut pengaduan juga harus diperbaiki dengan
menetapkan waktu respons maksimum yang jelas. Sosialisasi yang lebih luas
mengenai mekanisme pengaduan kepada masyarakat perlu dilakukan untuk
memastikan setiap keluhan dapat ditangani dengan baik.

c. Meningkatkan Transparansi Biaya: Transparansi tarif layanan harus
ditingkatkan dengan menyediakan daftar biaya yang dapat diakses secara
mudah di area informasi rumah sakit, situs web, atau aplikasi. Evaluasi
keterjangkauan biaya juga perlu dilakukan, khususnya untuk masyarakat
kurang mampu, dengan mempertimbangkan pemberian subsidi atau layanan
gratis. Informasi tambahan terkait biaya tindakan lanjutan atau obat-obatan
juga harus disampaikan secara jelas.

d. Meningkatkan Spesifikasi Produk Layanan: RSUD perlu memastikan bahwa
spesifikasi jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbarui peralatan medis
secara berkala, serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga

medis melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. Selain itu, rumah sakit juga
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perlu menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pasien, seperti menambah
variasi layanan spesialis yang relevan dengan kondisi kesehatan masyarakat

setempat.

2. Saran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka:

a.

Tingkatkan sarana dan prasarana: meskipun dinilai baik, sarana dan prasarana
perlu ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas yang lebih nyaman seperti
ruang tunggu yang memadai, peralatan kerja yang terawat, dan fasilitas ramah
disabilitas untuk meningkatkan aksesibilitas layanan.

Percepat waktu penyelesaian: waktu penyelesaian layanan dapat ditingkatkan
melalui digitalisasi proses administrasi, seperti pendaftaran online, serta
penambahan tenaga kerja di jam sibuk untuk mengurangi antrian dan waktu
tunggu masyarakat.

Tingkatkan penanganan pengaduan: penanganan pengaduan perlu diperbaiki
dengan menyediakan platform digital yang memudahkan masyarakat
memberikan saran dan keluhan, serta memastikan setiap pengaduan ditangani
secara cepat dan transparan.

Sederhanakan sistem dan prosedur: alur pelayanan perlu disederhanakan
untuk meningkatkan efisiensi. Panduan visual, seperti poster atau video, juga
dapat membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan secara jelas dan
mudah.

Optimalkan perilaku pelaksana: perilaku pelaksana dapat ditingkatkan melalui
pelatihan etika pelayanan secara rutin. Evaluasi kinerja berbasis umpan balik
masyarakat dan pemberian penghargaan kepada petugas yang berkinerja baik

dapat memotivasi mereka untuk terus memberikan layanan terbaik.

3. Rencana tindak lanjut

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017, setelah dilakukan analisis IKM,

perlu membuat rencana tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan

dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya.

Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan

jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan,

kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan).

Dengan melaksanakan perbaikan pada area-area yang telah diidentifikasi, baik

RSUD dr. T.C. Hillers Maumere maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sikka diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas layanan mereka,

memenuhi harapan masyarakat, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap

pelayanan yang diberikan.
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Lampiran 1. Kusioner

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

Pada Unit LaYaNaN ..........cccourieeiieiiie e Kabupaten Sikka

PROFIL

Jenis Kelamin :D | [:| P
Pendidikan .Osp Osmp  [Osma  [si

CJ LAINNYA

Jenis Layanan yang diterima : .........cccceeeeeenn,

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

2 i tahun
[]s3

Pekerjaan :[] PNS ] TNI [JPOLRI  [] SWASTA [JWIRAUSAHA

1

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan

pelayanan dengan jenis pelayanannya
a. Tidak sesuai.

b. Kurang sesuai.

c. Sesuai.

d. Sangat sesuai

AWM

Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur

pelayanan di unit ini.
a. Tidak mudah.
b. Kurang mudah.
c. Mudah.

d. Sangat mudah

H~ WODN P

Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam

memberikan pelayanan
a. Tidak cepat.

b. Kurang cepat.

c. Cepat.

d. Sangat cepat

WO N -

Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam

pelayanan
a. Sangat mahal
b. Cukup mahal
c. Murah
d. Gratis

A ODN -

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan
antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang

diberikan.
a. Tidak sesuai
b. Kurang sesuai
c. Sesuai.
d. Sangat sesuai

A WDN PR

Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan

petugas dalam pelayanan
a. Tidak kompeten

b. Kurang kompeten

c. Kompeten

d. Sangat kompeten

A WDN PR
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7

Bagamana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan
terkait kesopanan dan keramahan

a. Tidak sopan dan ramah

b. Kurang sopan dan ramah

c. Sopan dan ramah

d. Sangat sopan dan ramah

A OWOWDN -

Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
a. Buruk.

b. Cukup.

c. Baik

d. Sangat Baik

A OWDN PR

Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan
pengguna layanan

a. Tidak ada.

b. Ada tetapi tidak berfungsi

c. Berfungsi kurang maksimal

d. Dikelola dengan baik

A OWN B
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Lampiran 2. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere

Pernyataan Unsur SKM

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57

58
59
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Pernyataan Unsur SKM

Responden

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89

90
91

92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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Pernyataan Unsur SKM

Responden

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
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Responden

Pernyataan Unsur SKM

4

6

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

BAIWINWWINIWINININININWWIARININWWW W W W W Ww|hfWwW|~

PIWWWWWIWINIWINIWININWIWIN|IFPWWWW W WW|hWWWIN

WIWINAIBRINNININININININININININ IR WWWWWWWWININW

WIN N BRWININWWINIWIN WINIWININWWWWIAINWIN W W(Ww

BAIN|FPWWININ|BRWINININWWIARIWINWWIRARWWW[ARINWININ|

WWER(ARERINWNWWWWNWRWIN|A PR PRWARPRWWWLWWLW | W|©O

210

N

N

N

WIENPRBRBRBRINIEININNWINBEINEININ AR WWINWWIN

NWWINIWINIWININININININ WIWIFRININ W WWW W W W W ww| w|ol

w

NWWINIBRWINIWINIWINIWININININWIN| A WWWAWWWwWww| N[N

w

N

X Nilai

665

660

595

656

656

666

658

639

716

NRR/UNSUR

3,17

3,14

2,83

3,12

3,12

3,17

3,13

3,04

3,41

NRR TTB /UNSUR

0,35

0,35

0,31

0,34

0,34

0,35

0,34

0,33

0,38

IKM UNIT
PELAYAN

78,38

77,79

70,13

77,31

77,31

78,49

77,55

75,31

84,39

Nilai Interval (NI)

3,10

Konversi Nilai
Interval (NIK)

77,41
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Lampiran 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka

Pernyataan Unsur SKM
5

Responden

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

32

33
34

35

36
37

38
39

40

41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52

53
54
55
56
57

58
59
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Pernyataan Unsur SKM

Responden

60
61

62

63
64
65
66
67

68
69

70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83
84

85

86
87

88
89

90
91

92
93
94
95
96
97

98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
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Pernyataan Unsur SKM
5

Responden

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
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Pernyataan Unsur SKM

Responden

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
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Responden

Pernyataan Unsur SKM

243

4

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

AP WWRARWWAB™DRBRBRDRRBRDRDRRRIRPR|RPRW|R|P|WWIWIWINNW|R AR IRRRRPIWO|RAPA (DD APE

AR PANOWWWWAB™DBR AR PRW|IR|PIWWIWIWINWWIW|A BRI WIR|R R (RRIEDN

AR PANDPRWOEADDDR AR D PWORBRDR|R(RR]R]RINNINWINWWIW| A AR POWWW|A A DD ®

e R R N R R R e e N N I R R R R R R B R R R B B R R I R S Kt A B S B S S I S R O B [ S I o o [ g I e (R e B B e e e e e B e N N LI RS

Ee R R N N NI R R R RN R R I R R R R R I R R E L R R R E L B I B BN (O ESC A KOV FOV R FON T H SR E OV ) R oy R S N S IR e g S R S SV ] F OV ) R SAg N SR R Sy I S S |

AP DPR PR |PWOWIWIWWWIW|R | DR POWWW|R DD O

B R R R e N R N L I R R R R R R R R R R I R R R R R R L R B R B B B K A ECS A NO R KON ) KA AR OV ) EE g N NSV RS R NSV R OV ROV R IEE g ISR [ S I S RS

B R R R e N I R I R R I R B B B R B E R R R B S B S S R S | NG ) [N R ROV R I (SR I \ GRS e I OV )R- E SV R NOL R o ey e S R s

NFRPWRWNINWNWRWWWWWWRWRWRWRPRPRWWPRWWINIRPIWNIEARINPEPARINWWWWWWRWW WA DN AP O

295

o

o

o

o

o

o

TN

TN

N

X Nilai

1079

1055

1030

1130

1067

1077

1060

1048

1018

NRR/UNSUR

3,66

3,58

3,49

3,83

3,62

3,65

3,59

3,55

3,45

NRR TTB /UNSUR

0,40

0,39

0,38

0,42

0,40

0,40

0,40

0,39

0,38

IKM UNIT PELAYAN

90,53

88,51

86,42

94,81

89,52

90,36

88,93

87,93

85,41

Nilai Interval (NI)

3,57

Konversi Nilai Interval
(NIK)

89,16
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